




Berakhirnya kekuasaan rezim Orde Baru merupakan awal bergulirnya
Orde Reformasi. Agenda Reformasi ini mencakup dua isu sentral yakni
desentralisasi dan pengembangan otonomi daerah. Desentralisasi adalah sebuah
prinsip pengaturan kekuasaan yang dipertentangkan oleh sentralisasi. Prinsip ini
menghendaki adanya penyebaran kekuasaan, karena kekuasaan terlepas dari besar
atau kecil dan dari siapapun yang menguasainya memiliki potensi untuk
disalahgunakan yang sangat potensial terjadi karena pemusatan kekuasaan, dan
juga dimaksudkan sebagai sistem untuk menjamin terwujudnya demokrasi. Selain
itu desentralisasi merupakan sebuah alat untuk mencapai salah satu tujuan
bernegara, yaitu terutama memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan
merupakan proses pengambilan keputusan politik yang lebih demokratis
(Kadjatmiko, 2002:690).
Agenda Reformasi tersebut sama sama untuk lebih mendekatkan jarak
antara pemerintahan dan rakyatnya yang nantinya bisa mempermudah warga jika
berhubungan langsung dengan parlemen dan sebaliknya. Dan pimpinan daerah
tersebut akan mempunyai kesempatan untuk mengetahui segala sesuatu yang ada
di daerahnya seperti : sumber daya, kendala, kebutuhan yang lebih dan kurang di
daerahnya, masalah baik pembangunan, sembako dll. Sehingga akan
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meminimalkan pengambilan keputusan atau kebijakan yang tidak pada tempatnya
dalam kegunaan dan kebutuhan masyarakat di daerah tersebut.
Secara teori, otonomi merupakan perwujudan dan penerapan asas
desentralisasi, yaitu suatu gejala politik yang secara bersamaan melibatkan
administrasi dan pemerintahan. Sedangkan tujuan pemberian otonomi
adalah peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang semakin baik,
pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta
pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dalam rangak
menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Sedarmayanti,
2003:21).
Sistem politik demokrasi tak mungkin bisa berjalan tanpa didukung oleh
budaya politik yang sesuai dengannya. Terkait di dalamnya guna meningkatkan
kualitasnya menjadi satu sistem politik yang maksimal dan handal. Dari situ
terlihat bagaimana pentingnya makna peranan komunikasi politik di dalam proses
yang ada pada sistem politik demokrasi tersebut. Peranan amat penting dan positif
komunikasi politik itu hanya mungkin terjadi bilamana ia betul betul menyatu dan
menjadi bagian integral dari sistem dan budaya politik demokrasi itu. Ia berakar di
dalamnya, hidup dan berkembang bersama samanya (Alfian, 1991:12).
Fungsi komunikasi politik mempunyai makna yang penting di setiap
proses politik yang tentu merupakan unsur penting dalam sebuah proses
sistem politik baik itu oleh infra maupun supra struktur politik. Sudijono
Sastroadmodjo menyatakan bahwa :
“fungsi komunikasi politik itu adalah fungsi struktur politik menyerap
berbagai aspirasi, pandangan-pandangan dan gagasan-gagasan yang
berkembang dalam masyarakat dan menyalurkan sebagai bahan dalam
penentuan kebijaksanaan. Selain itu, fungsi komunikasi politik juga
merupakan  fungsi penyebarluasan rencana-rencana atau kebijaksanaan-
kebijaksanaan pemerintah kepada rakyat. Dengan demikian fungsi ini
membawakan  arus informasi timbal balik dari rakyat kepada pemerintah
dan dari pemerintah kepada rakyat” (Sastroadmodjo, 1995 : 123).
Lembaga legislatif atau parlemen sebagai lembaga politik formal dalam
supra struktur politik memiliki fungsi komunikasi politik yang berpengaruh.
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Seperti yang dinyatakan oleh Bambang Cipto bahwa parlemen tidak harus
diartikan sebagai badan pembuat undang-undang  (law - making body) semata-
mata tetapi juga sebagai media komunikasi antara rakyat dan pemerintah.
Parlemen tersebut harus dapat selalu mendengar dan menyampaikan
aspirasi rakyat dan ini harus dibuktikan oleh setiap anggota legislatif dalam
hubungannya dengan rakyat. Parlemen berkewajiban untuk melakukan
komunikasi dengan konstituennya yang berupa bertemu dengan konstituennya.
Dalam prakteknya wakil rakyat harus tahu dengan apa yang diinginkan oleh
konstituen yang diwakilinya. Rakyat berhak menyampaikan aspirasinya kepada
wakil rakyat untuk diperjuangkan dalam sebuah kebijakan.Banyak cara yang bisa
dilakukan oleh wakil rakyat untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh
masyarakat. Baik dengan melalui media massa ataupun dengan jemput bola yaitu
melakukan kunjungan untuk mendengarkan langsung aspirasi yang nantinya akan
disampaikan kepada Parlemen untuk mewujudkan berupa keluarnya suatu
kebijakan (Bambang, 1995:10).
Selain dapat memberikan pengaruh besar dalam proses pembuatan
kebijaksanaan, komunikasi politik juga berfungsi sebagai jalan mengalirnya
informasi politik, sehingga bisa mengetahui apapun yang menjadi aspirasi
masyarakat dalam kaitannya dengan masalah yang terdapat di daerah tersebut
sehingga nantinya akan menjadi suatu kebijaksanaan untuk rakyat sebagai usaha
penyelesaian pada aspirasi mereka. Melalui komunikasi politik yang berdasarkan
asas kepentingan seluruh rakyat yang nantinya juga memberikan kelangsungan
hidup dari lembaga perwakilan rakyat daerah (DPRD) sekaligus berfungsinya
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lembaga parlemen tersebut untuk bekerja dalam suatu sistem politik melalui
informasiberupa aspirasi masyarakat tersebut dari hasil komunikasi politik yang
merupakan input bagi DPRD.
Realisasi dari pengambilan kebijaksanaan yang berdasarkan kepentingan
seluruh rakyat merupakan pencerminan dari keikutsertaan rakyat, sebagaimana
yang diajarkan oleh teori demokrasi itu sendiri, dimana anggota masyarakat
mengambil bagian atau berpartisipasi di dalam proses dan penentuan
kebijaksanaan pemerintahan.(Sanit, 1985:203)
Lalu kaitannya dengan arti penting komunikasi politik antara Pemerintah
dan masyarakatnya, terutama dalam hal keikutsertaan rakyat dalam pemerintahan
untuk mewujudkan tujuan bersama seluruh rakyat yang dikemas dalam suatu
kebijaksanaan pemerintahan. Tentu secara garis besar pengaruhnya pada rakyat
adalah yang tidak langsung, yaitu melalui perwakilan. Oleh karena itu tuntutan
dan harapan terhadap berperannya secara maksimal lembaga perwakilan rakyat
atau parlemen sangat diperlukan oleh seluruh rakyat dalam rangka pemenuhan
tujuan daerah tersebut melalui kebijakan yang dikeluarkan sebagai wujud
penyelesaian masalah.
Suatu contoh konkrit dari hal di atas, dalam melaksanakan proses
penetapan kebijaksanaan pemerintahan, umpamanya suatu keputusan tentang
pemberian bantuan untuk pengangguran ke arah para warga dalam hal ini yang
menganggur, sangat panjang atau melalui pelaksanaan kebijaksanaan oleh para
wakil itu sendiri. Ketidaklangsungan hubungan antara warga dengan pemerintah
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adalah jarak yang merupakan bagian dari sistem politik. Apabila jarak ini tidak
dijembatani bersama, maka akan menjadi gangguan hubungan antara warga dan
pemerintah. Jarak yang ada merupakan masalah politik, sehingga perlu diingat
perbedaan-perbedaan pendapat politik antara pemerintah dan yang diperintah dan
kepada tingkah laku yang kurang disesuaikan satu sama lain dari kedua golongan.
(Hoogerwerf, 1983:231).
Dalam hal ini lembaga parlemen yang berperan sebagai wakil rakyatlah
yang bisa bertindak atas nama rakyat untuk mendengarkan, menyampaikan lalu
merumuskan serta nantinya memutuskan kebijakan tentang berbagai aspek
kehidupan dan masalah yang ada di seluruh rakyat pada suatu daerah tersebut.
Kebijakan tersebut tentu tidak lepas dari tersalurkannya aspirasi
masyarakat yang merupakanpemilih dalam pemilihan umum. Lalu melalui
anggota legislatif yangmereka pilih (DPRD), dengan mekanisme penjaringan dan
penyaluran aspirasi, fungsi menyerap; menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi
konstituen partai politik oleh anggota legislatif merupakan salah satu yang harus
dijalankan sesuai dengan program kerja partai politik.
Wakil rakyat harus mengetahui dengan benar aspirasi rakyat tentang apa
yang di inginkan, apa yang lebih diperlukan oleh rakyat. Untuk dapat mengetahui
secara benar aspirasi atau keinginan yang berkembang dalam kaitan dengan
permasalahan yang timbul di tengah-tengah masyarakat, maka para wakil rakyat
harus mengadakan dan melaksanakan komunikasi politik secara teratur dan
semestinya. Maka anggota DPRD di daerah pemilihannya melakukan serangkaian
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kegiatan dalam menyerap aspirasi masyarakat secara berkelompok dan
perseorangan untuk mengetahui betul apa apa yang terjadi dalam kaitannya
dengan aspirasi di masyarakat yang timbul juga permasalahan yang sebenarnya
terjadi sehingga nantinya bisa digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan
yang tepat guna dan tepat sasaran.
Kegiatan yang dilakukan dalam bentuk dialog atau tatap muka antara
wakil rakyat dan rakyat. Hal ini akan memperkuat fungsi komunikasi politik
antara anggota dewan terhadap konstituen di daerah pemilihannya. Kegiatan
untuk menemui konstituen dan datang ke daerah pemilihan bisa dilakukan
anggota dewan pada masa reses. Dalam kegiatannya anggota dewan akan
melakukan komunikasi politik dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat
sebagai dasar pengambilan kebijakan yang nantinya sebagai solusi bagi
permasalahan yang timbul dalam daerah tersebut. Meskipun dalam kenyataannya
belum tentu semua kegiatan di masa reses berhasil atau setidaknya mengatasi
beberapa masalah di daerah itu. Kualitas proses komunikasi DPRD dengan
masyarakat dirasakan sangat tidak berfungsi dengan baik. Anggota DPRD harus
banyak mengadakan kunjungan kerja dan berkomunikasi dengan masyarakat
(Marbun, 2005:149).
Dalam melakukan komunikasi politik terhadap konstituen di daerah
pemilihannya, seharusnya anggota DPRD dapat menjalankan dalam bentuk
komunikasi politik seperti berikut (Nimmo, 2004: 168) :
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1. Bentuk komunikasi interpersonal
Merupakan bentukan dari hubungan satu kepada satu. Kegiatannya
meliputi dialog/tatap muka antara anggota DPRD dengan konstituennya.
Dialog/tatap muka merupakan bentuk komunikasi yang efektif karena bisa
berlangsung timbal balik dan setiap pelaku komunikasi tersebut bisa
leluasa menyampaikan ide-ide, dan keinginan-keinginan mereka tanpa
dibatasi oleh jarak.
2. Bentuk komunikasi organisasi
Menggabungkan penyampaian satu kepada satu dan satu kepada banyak.
Kegiatannya meliputi sidang, konvensi, ceramah dan penyuluhan yang
dilakukan oleh anggota DPRD dengan tema yang disesuaikan dengan
permasalahan yang tengah berkembang di tengah masyarakat.
Sampai saat ini anggota DPRD telah melakukan komunikasi politik
dengan masyarakat meskipun komunikasi yang dilakukan tidaklah seperti yang
dinginkan sesuai denganpendapat dari Bapak Anwar Yasin (Anggota Komisi A
DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKS) dalam artikel yang berjudul Komunikasi
Politik Efektif Dalam Bingkai Empat Pilar Kebangsaan :
“ Pertukaran informasi yang berdampak pada perubahan strategis baik
jangka menengah ataupun panjang selalu dihasilkan dari komunikasi-
komunikasi yang efektif, dalam dunia politik hal ini menjadi jauh lebih
krusial dimana komunikasi berlansung dengan para pihak dan kelompok
yang masing-masing punya kepentingan dan kewenangan yang berbeda.
Komunikasi politik yang terjadi seringkali tidak efektif, terlalu banyak
distorsi, artikulasi maksud menjadi sering tersamar, belum lagi potensi
dipelintir oleh oknum insan pers yang tidak bertanggungjawab sehingga
rawan kesalahpahaman dalam berkomunikasi.” (http://dprdjabar.prov.
go.id)
Bahkan ada berita negatif terkait DPRD Jatim di tahun ini bahwa
dikabarkan pelaksanaan reses atau jaring aspirasi oleh DPRD Provinsi Jawa
Timur tahap pertama tahun 2014 mulai 28 Maret hingga 4 April terkesan seperti
kampanye, karena bertepatan dengan masa kampanye terbuka pemilu legislatif
(Pileg). Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jatim akan memberi sanksi jika
ditemukan pelanggaran.
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Menurut ketua Bawaslu Jatim, Sufyanto jika anggota dewan Jatim
melaksanakan fungsi kenegaraan seperti reses tentu pihaknya tidak bisa
melarang. Namun kalau di lapangan sampai terjadi penyimpanan berupa
minta dukungan atau mengarahkan masyarakat untuk memilihnya maka
pidana juga bisa mengancam.
Bawaslu Jatim juga sudah konsultasi ke Bawaslu RI untuk memberikan
himbauan kepada kepala daerah maupun anggota dewan supaya beritikad
baik dalam pemilu. Fungsi negara dan sebagai peserta pemilu jika anggota
DPRD mencalonkan lagi harus dibedakan. Menggunakan fasilitas negara
untuk kampanye bisa masuk pidana dan menganggu kualitas serta
merongrong proses demokrasi. (http://jaringnews.com)
Seharusnya dalam pelaksanaan masa reses yang berupa komunikasi politik
anggota DPRD dengan konstituen, banyak sekali masukan dari masyarakat yang
dapat di jadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan,
sehingga kebijakan yang di buat tepat sasaran dan tepat guna.
Sebagaimana penjelasan di atas oleh sebab itu lembaga perwakilan harus
dapat menyalurkan aspirasi rakyat dan ini harus dibuktikan oleh setiap anggota
legislatif dalam hubungannya dengan rakyat. Anggota legislatif mempunyai
kewajiban untuk bertemu dengan konstituennya untuk berkomunikasi. Dalam
menjalankan tugasnya seorang wakil rakyat harus berkomunikasi dengan
mengertiapa yang diinginkan, apa yang diperlukan oleh konstituen yang
diwakilinya.
Melakukan komunikasi dengan konstituennya adalah hal wajib oleh wakil
rakyat sebagai salah satu upaya penyerapan aspirasi masyarakat dengan
pemerintahannya sebagai dasar pengambilan kebijakan yang nantinya sebagai
solusi bagi permasalahan publik yang ada dalam rangka pemenuhan tujuan daerah
tersebut. Tentu untuk memenuhi tujuan daerah diperlukan kerjasama yang apik
anatara Pemerintahan dan Konstituennya.Oleh karena itu, rakyat berhak
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menyampaikan apa yang diinginkannya kepada wakil rakyat untuk diperjuangkan
dalam sebuah kebijakan.
Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti
komunikasi politik anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Dimana komunikasi
politik tersebut sebagai upaya dalam rangka penyerapan aspirasi masyarakat di
daerah Provinsi Jawa Timur. Lalu kaitannya  dengan komunikasi politik termasuk
juga tentang bagaimana bentuk dan hambatan komunikasi politik yang terdapat di
Parlemen tersebut sebagai upaya dalam rangka penyerapan aspirasi masyarakat
dan sebagai dasar pengambilan suatu kebijakan yang berhubungan dengan
masalah publik pada umumnya. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengambil
judul Komunikasi Politik Anggota DPRD Dalam Rangka Penyerapan Aspirasi
Masyarakat Studi  Kasus pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Daerah
Pemilihan I.
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana komunikasi politik anggota DPRD Jawa Timur dengan
konstituen pada Daerah Pemilihan I dalam rangka penyerapan aspirasi
masyarakat ?
2. Apa faktor-faktor penghambat dalam proses komunikasi politik yang
dihadapi anggota DPRD Jawa Timur pada Daerah Pemilihan I dalam
rangka penyerapan aspirasi masyarakat ?
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C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis tentang komunikasi politik
anggota DPRD Jawa Timur dengan konstituen pada daerah pemilihan I
dalam rangka penyerapan aspirasi masyarakat.
2. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis faktor-faktor penghambat
komunikasi politik yang dihadapi anggota DPRD Jawa Timur pada daerah
pemilihan I dalam rangka penyerapan aspirasi masyarakat.
3. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis tindak lanjut hasil komunikasi
politik anggota DPRD dengan konstituen pada daerah pemilihan I dalam
rangka penyerapan aspirasi masyarakat
D. Kontribusi Penelitian
Berdasarkan tujuan penulisan yang telah dipaparkan diatas, maka
penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi atau kegunaan sebagai
berikut :
1. Manfaat Akademis
a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumbangan
pemikiran pengembangan kajian ilmu Administrasi pada umumnya
dan Ilmu Administrasi Publik pada khususnya.
b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi
dan informasi bagi kegiatan penelitian selanjutnya yang berkenaan
dengan bentuk komunikasi politik anggota Dewan Perwakilan
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Rakyat Daerah terhadap konstituen di daerah pemilihannya yang
disini yaitu Daerah Pemilihan I.
2. Manfaat Praktis
Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah dan warga
masyarakat dalam bentuk komunikasi politik anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah terhadap konstituen di daerah pemilihannya
yang disini yaitu Daerah Pemilihan I serta faktor penghambat dalam
pelaksanaan komunikasi politik tersebut.
E. Sistematika Penulisan
Sistematika ini dibuat agar pembaca mampu dengan mudah memahami isi
dan makna yang terkandung serta memahami maksud dan tujuan dari penyusunan
skripsi ini. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Dalam bab ini diuraikan latar belakang masalah dan rumusan
masalah. Bab ini juga menguraikan tujuan dan kegunaan baik
untuk penulis maupun pihak lain serta menguraikan tentang
kontribusi penelitian dan sistematika penulisan
BAB II KAJIAN PUSTAKA
Dalam bab ini diuraikan tinjauanpustaka yang berisi tentang
landasan teori yang menjadi dasar dalam penelitian ini. Penjelasan
mengenai definisi dan batasan-batasan yang digunakan peneliti
dapat dilihat pada bab ini.
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BAB III METODE PENELITIAN
Di dalam bab ini diuraikan metode penelitian yang dilakukan dan
memuat tentang jenis penelitian, fokus penelitian, dan situs
penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data,
instrument dan metode analisis.
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Di dalam bab ini diuraikan hasil penelitian dan data yang telah
terkumpul akan dianalisa kualitatif yang kerangkanya dijelaskan
pada bab III
BAB V PENUTUP
Dalam bab ini diuraikan kesimpulan yang ditarik dari analisa yang
telah dilakukan dengan memberikan masukan dan saran-saran
untuk mengantisipasi permasalahan yang ada maupun untuk
penelitian lain yang bertema sama.
